
SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 2 TAHUN 202 1

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KLASIFIKASI PURA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG.

a. bahwa Pura sebagai tempat persembahyangan umat
Hindu di Bali khususnya Kabupaten Badung adalah
!9g9at memuja Kemahakuasaan Ida Sang Hyang
Widhi Wasa dalam berbagai manifestasi_Nya, !an[harus dipelihara untuk keberlangsungan
peribadatan;

b. bahwa keberadaan dan_ jumlah pura yang ada diKabupaten Badung perlu dilakukan pe'nJataan aangllld**_ dengan metakukan p"ri".tit.., Su..tKeter€rngan Terdaftar Klasifikasi pura 
;

c. bahwa perlu dibuatkan pengaturan mengenanpelaksanaan pendataan a"r, p".r"J.ft ..r, klasiiikasiPura, untuk memberikan l"p""ti"rr- a.r, tertibadministrasi ;

d. bahwa berdasarkan 
^ 

pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf U?., t 
"ri,f c, perlumenetapkan peraturan Bupati tentanf eedomanPenerbita_n Surat Keterangan Terdaftar KlasifikasiPura ;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun l95g tentangPembentukan Daerah_daerah fi"ek.i-i dalamWilayah Daerah-daerah Tingkat f ealfl NusaTenggaraBarat dan Nusa Tenggara -Timur tf,"*t.rin NegaraRepublik Indonesia Tahun 19bt_-N;;r L22,Tambahan kmbaran Negara nrp"Ufif. 
-'i"Aonesia

Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2010 tentang
fa.Sar By{aVa (lcmbaran Negara n.publik-tnaon."iaTahun 2010 Nom or 130,- famUlfian--Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Sf Ogt ;- -



3.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1O4, Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6055);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a
(kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019
tentang Desa Adat di Bali;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN TERDAF"TAR KLASIFIKASI PURA.

5.

6.

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Pura adalah tempat persembahyangan umat Hindu.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang adat, seni, budaya dan agama.
6. Klasilikasi Pura adalah kegiatan pengelompokan Pura berdasarkan

fungsi dan karalrternya yang terdiri dari Pura umum' Pura
kewilayahan/ teritorial, Pura fungsional I suagina dan Pura keluarga

, (kauitan/ sutauandlut).
7. htrana Pura adalah sejarah pendirian suatu Pura yang ditulis dalam

bahasa sansekerta atau jawa kuno pada daun lontar / tembaga (sila
prasasti) dan sudah disalin / diterjemahkan dalam naskah dengan
huruf latin dan Bahasa Indonesia / Bahasa Bali.

8. Eka Likita Pura adalah hakikat keberadaan suatu Pura yang meliputi
seluruh bangunan suci Qtalinggih), bangunan pendukung dan pelaba
Pura serta struktur organisasi pengemongnya yang sifatnya tidak
tetap atau berubah.

9. Mandala adalah pembagian areal / palemalnn Pura yang meliputi
areal Utama Mandala / Lutatr (jeroan) tempat palinggih utama Pura
yang merupakan areal inti Pura, areal Madga Mandala / Jaba Tengah
tempat palinggih lainnya dan bangunan pelengkap atau Likita
pemujaan, areal Nisfo Mandala / Jaba Srsi tempat bangunan
pendukung seperti wantilan untuk menunjang aktifitas persiapan
persembahyangan, sekaligus merupakan areal terdepan Pura.
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lO. Jajar kemin adalah jajaran palinggih.

ll. Pamedek / Pangiui adalah masyarakat yang melakukan
persembahyangan di suatu Pura secara rutin karena rasa blnkti
(takwa) dan adanya ikatan tertentu (historis, wilayah, genealogis /
darah, profesi).

12. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang
memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta
kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat
secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahgangan tiga atau
kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

a. memb-erikan pedoman yang jelas dalam penerbitan Surat Keterangan
Terdaftar bagi Pura di Daerah sesuai kriterianya.

b. memberikan kriteria yang jelas dalam penamaan pura sesuai
klasifikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

a. untuk menciptakan keseragaman dan keterriban dalam penamaan pura
, sesuai fungsi dan pemujaan yang dilakukan;
b. mendorong upaya penyusunan htrana di setiap pura sebagai bagian

dan upaya pelestarian sejarah Bati dalam bidang adat dan ag;a; a;nc. mendorong penataan paremahan / areal pura sehingga rrinSadi tetitr
representatif sebagai tempat persembahyangan umat Hindu.

(1)

(21

BAB II
KLASIFIKASI PURA

Pasal 4

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar pura
berdasarkan klasifi kasi pura.
Klasifikasi Pura sebageimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pura Umum;
b. Pura Kewilayahan;
c. Pura Fungsional / Sutagina; dan
d. Pura Kawitan / Swataandhu.

BAB III
PURA UMUM

Pasal 5

Pura. umum merupakan tempat persembahyangan umat Hindu yang
pangiuinga berasal dari seluruh Indonesia dan memiliki kelengkapan
antara lain :

a. Purana atau Eka Likita Pura;
b. Mandala Pura; dan
c. Jajar KemiiPura. 2-,n
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Pasal 6

Pura umum terdiri dari Tti Martdala ataupun Duri Mandala yartu :

a. Pura Sad Kahgangan merupakan Pura Kahgangan Agtrtg
penryngslngan jagat tempat memuja lda Sang Huang Widhi Wa.sa
dengan sega)a praba ua-Nya terletak di penjuru mata angin.

b. Pura Sad Kahgangan yang terdiri dari:
1. Pura Lempugang sthana Deua Isuara;
2. Pura Andakasa sthana Dewa Brahma;
3. Pura Batukaru sthana Deuta Mahadeua:
4. Pura Uun Danu Bahtr stLnna Deua Wisnu;
5. Pura Goa Lanaah stlnna Deua Mah.esuara;
6. Pura Ufuuaht stlnna Deua Rtdra;
7. Pura Pucak Mangu sthana Dewa Shangkara;
8. Fura Pusering Jagat stlnna Deua Shla.
Pura Dharry Kahgangan merupakan Pura tempat pemujaan dan
menghomati kebesaran atau jasa guru suci atau Dhang Guru yang
pernah datang ke Bali; dan
Pura Kahgangan Jagat merupakan Pura tempat pemujaan lda
Sang Hyang Wi.dhi Wa"sa dengan segaJa prabaua-Nya yang dibangun
pada masa kerajaan di Bali.

Pasal 7

Pura Sad Kahgangan memiliki kelengkapan, yang meliputi :

a. memiliki htrana Pura yang tertuang dalam lontar atau sudah
dite{emahkan dalam naskah dan atau ditulis ulang;
memiliki Eka Likita Pura;
mandala Pura terdiri atas In- Mandala; dan
memiliki jajar kemii khusus sesuai sejarah yang tertuang dalam
Purana atau Eko Likita Pura.

Pasal 8

Pura Dtnng Kahgangan memiliki kelengkapan, yang meliputi :
a. memiliki Purana Pura yang tertuang dalam lontar atau sudah

diterjemahkan dalam naskah dan / atau ditulis ulang ;b. memiliki Eka LikitoPura;
c. mandala Pura terdiri atas 7H Mandala:
d. memiliki Jajar Kemiri Palinggih antara lain :

L Palinggih Padmasana;
2. Palinggih Men) atav Palinggih Gedong sebagai sthana Dhang Gunt

yang dipuja;
3. PalinggihPengaruman/ pepelik; dan / atau
4. Palinggih ?irgu sebag+i sthana penjaga yang berkaitan dengan pura

dimaksud.

Pasal 9

Pura Kahgangan Jagat memiliki kelengkapan, yang meliputi :

a. memiliki Purana Pura yang tertuang dalam lontar dan / atau sudah
ditefemahkan dalam naskah dan ditulis ulang;

b. memiliki Eka LikitaPura:
c. mandala Pura terdiri atas 7yr Mandala:

b.
c,
d.

d.
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d. memiliki Jajar Kemiri Palinggihyang paling sedikit terdiri dari :

| . Palhggih Padma.sana;
2. Palinggih Ment batk berupa meru tumpang figa hingga meru htmparrg

sebelas sebagai pemujaan terhadap Ista Deutata yang dipuja pada
Pura dimaksud;

3. Palinggih Pangaruman / Papelk; dan
4. Palinggih ?tlgu sebagai sthana penjaga yang berkaitan dengan pura

tersebut.

BAE} IV
PURA KEWILAYAHAN

Pasal l0
Pura Kewilayahan merupakan tempat persembahyangan umat Hindu yang
panghuinga berasal dari suatu Desa Adat dan tercantum dalam autig-ataig
Desa Adat tersebut serta memiliki kelengkapan meliputi :

a. mandala Pura; dan
b. jajar kemiiPura.

Pasal 11

Pura Kewilayahan terdiri dari :

". ryT kahgangan tiga merupakan pura tempat pemujaan Ida Sang Hgang
Widhi Wa.sa dalam manifestasinya sebagai Sang Hgang nt Uirti jattu
Brahma, Wisnu dan Srrua, dipuja di setiap puri Oeia, rura nsehi danhtra Dalem" se'ta panyituinga berasal dari seluruh krama Desa Ad.at;

b. Pura prajapati merupakan pura sebagai tempat pemujaan tda'Sang
Hgang widhi wa.sa dalam manifestasinya sebagai piahmi prajapati d.an
merupakan Pengiun Setra.

c. fura kahgangan desa merupakan pura selain kahyangan tiga yang
disungsung oleh seluruh atau sebagian krama Desi Ad;t di i.'ilayar,
tersebut.

Pasal 12
Pura Desa

htra Desa sebagaimana dimaksud datam pasal 1l huruf a merupakan pura
tempat pemujaan Deuta Brafuna dalam manifestasi Ida sang igang widhi
Wasa sebagai pencipta, yang memiliki kelengkapan meliputi :
a. ti mandala;
b. memitki Jajar Kemiri Palinggih antara latn :

| . paling gih pa.dmas ana;
2. palirrygih gedang agung / m.eru;
3. palinggih ratu ketut petung;
a. palinggih sedahan pangntrah;
5. palinggih pangarum.an; dan
6. bale agung Aarq terletak di area Ma.dga Mand.ala.

Pasal 13
Pura Puseh

htra Puseh sebaqaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf a
merupakan Pura tempat pemujaan Deua Wisnu dalam manifestasi lda
Sarry Hgang Widhi Wasa sebagai pemelihara, yang memiliki kelengkapan
meliputi:
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a. ti mnndala;
b. memiliki Jajar Kemii Palirqgih antara lain:

l . paling gih p a.dmas ana;
2. palinggihgedorg / ment;
3. palirggih ratu made jelauilng;
4. paling gih sedahan pangrurah;
5. p aling gih p ang aruman ;
6. palinggih gedong pertiuti atau gedong htmt dan
7 . palinggih batur sari.

Pasal 14
Pura Dalem

Pura Dalem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan
Pura tempat pemujaan Dewa Siua dalam manifestasinya lda Sang Hgang
Wdhi Wa.sa sebagai pelebur, yang memiliki kelengkapan meliputi :

a. ti mandala;
b. memiliki Jajar Kemii Palinggih antara latn:

| . p aling gih p admasana;
2. palinggih gedong agung;
3. palinggih raht nyoman sakti penga.dangan;
4. palinggih sedahnn pangrurah; dan
5. p aling gih p eltg antman.

Pasal 15
Pura Prajapati

htra Prajapafi ssgagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b merupakan
Pura tempat pemujaan Ida Sang Hqang Widhi Wasa dalam maniiestasi
sebleai Brafuna hajapati, yang memiliki kelengkapan meliputi :
a. dui mandala;
b. memiliki Jajar Kemiri Palinggih antara latn

I. palinggih padmasana; dan
2. paling gih p ang druman.

Pasal 16
pura Kahyangan Desa

Pura Kahgangan Desa sebagaimana dimaksud daram pasal 1l huruf c
memiliki kelengkapan yang meliputi :

a. dwi mandala;
b. memiliki Jajar Kemiri Palinggih antara latn

l. palinggih padmasana;
2. palinggih gedong agng;
3. palinggih sedahan pangrurah; dan
4. p alinggih pang aruman.
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BAB V
PURA FUNGSIONAL / SWAGINA

Pasal 17

Pura Fungsion aI I .sutagina merupakan Pura yang pangiuinga mempunyai
profesi yang sama datam sistem mata pencaharian hidup yang terdiri dari
htra Subak, h.ra Melanthry dart htra Segara, yang memiliki kelengkapan
meliputi:
a. mandala h.tra paling sedikit Duti Mandala;
b. memiliki Jajar Kemiri Palinggihantara lain :

l . palinggih padmasana;
2. palittggih gedong agurW;
3. palinggih sedahan parqturah; dan
a . palirrygih p eng aruman;

Pasal 18
Pura Subak

Pura Subak (hra Uurrcaik atau hna Bedugull sebagaimana dimaksud
Pasal 17 merupakan Pura yang didirikan untuk memuja Ida Sang HAang
Widhi Wasa dalam manifestasi sebagai Dewi Sn yang bersthana atas
kemakmuran dan kesuburan yang pangiwinga krama subak setempat.

Pasal 19
Pura Melanting

htra Melanting sebagaimana dimaksud dalam Pasal rT merupakan
Pura yang didirikan untuk memuja lda sang Hgang widhi wa.sa dalam
manifestasi sebagai Bhatara Rambut Sedana atau Dewi Melanting yang
bersthana atas rejeki dan kemakmuran.

htra Melanting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. hna Melanting Pasani dan
b. hta Melanting Pangulun Banjar atau htra Ratu Sedahan Pengarikan.

htra Melanting Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
merupakan Pura yang didirikan sebagai tempat pemujaan Bhatara
Rambut sedana atau Deui Magasih. Pangiwi h.ra Melanting pa.saryaitu
para pedagang, pengelola pasar dan pihak lainnya yang terkait
dengan pasar dimaksud.

htra Melanting Pangulun Banjar atau hra Raf.t Sedahnn Pengarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b, merupakan pura yang
didirikan untuk memuja Ida Sang HVang Widi Wasa dalam manifestasi
sebagai Bh.atara Sedahan Pengaikan yaitu bersthana atas pencatatan
dan penyuratan segala aktifitas menuju kearah ketertiban kehidupan
krama banjar di wilayah tersebut. Pangiwi hra Melanting pangulun
Banjar yattu Krama banjar setempat.

(1)

(21

(3)

(41



(l)

(21

a,
b.
c.
d.
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Pasal 20
Pura Segara

\sa Segara merupakan Pura yang didirikan untuk memuj a lda Sang
HAarrg Widhi Wasa dalam manifestasi sebagai Deuta Bantna atau Detua
Ra:tnangkara yang berkuasa atas lautan yang merupakan sumber
kehidupan bagi para bandega (nelayan).

langiwi Pura Segara merupakan krama Bandega / nelayan yang
berada di sekitar wilayah tersebut.

BAB VI
PURA KAWITAN / SWAWANDHU

Pasal 21
Pura Kawitan

Pura Ka uitan atau sua utandhz merupakan pura tempat persembahyangan
umat Hindu yang pangiuinya berasal dari satu ikatan keluarga 1wit1 atau
asal leluhur berdasarkan garis kelahirannya (genealogrs) yang terdiri dari :

sanggah/pamerajan;
sang gah ge de / p ameraj an ag eng;
Pura da.dia/ paibon; dan
htrapanti.

Pasal 22
Sanggah / Pamer4jan

Sanggah/ Pamerajan sebagatmana dimaksud dalam pasal 21 huruf a,
3erup1lan tempat persembahyangan umat Hindu yang pangiwinga
berasal dari satu keruarga yang memiliki kelengkapan terdiri dari: -a. mandala tersendiri;
b. memiliki Jajar Kemii palinggihantara lain:

l. palinggih padmosana;
2. palinggihkemulan;
3. palinggihtaksu; dan
4. palinggih sedatnn pangrurah.

Pasal 23
Sanggah Gede / pamer4ian Ageng

Sanggah Gede / Pamerajan Ageng sebagaimana dimaksud dalam pasal 2lhuruf b, merupakan tempat persembahyangan umat Hindu yang
pangiwinga berasal dari satu atau lebih sanggah/ pamemjan yang -"-itit i
kelengkapan terdiri dari:
a. mandala tersendiri;
b memiliki Jajar Kemiri palinggih antara lain

l. palinggih padmasana;
2. palinggihkemulan;
3. palinggihtak*;
4. palinggih sedahan pangruralq
5. palinggih papelik sari;
6. palinggih gedong;
7. palinggih catu meres;
8. palinggih catu mujung;



9. palinggih menjangan sakaluang ;
lO. palinggih pasarery dan
I l. palinggih limas sari.

Pasal 24
Pura Dadia / Paibon

Pura Dadia / Paibon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c
merupakan Pura yang pangiuinya berasal dari satu atau lebih sanggah gede
/ pamerajan ageng yang memiliki kelengkapan meliputi:

a. hirana atau sedikitnya Eka LikitaPura;

b. Mandala Pura yang paling sedikit terdiri dari duti mandala; dan
c. memiliki Jalar Kemiri Palinggih antara lain:

l. palinggih padmasana;
2. palinggihtepa,s jajar tiga (Palinggih lbu);
3. palinggihtaksu;
4. palirqgih sedahan pangrurah;
5. palinggih papelik sari;
6. palinggih gedong sai;
7. palinggih cah) fiEres;
8. palinggih catu mujung;
9. palinggih menjangan sakaluang;
lO. palinggih pasaren;
Il. palirrygihlimas sari; dan
12. palinggih paruman.

Pasal 25
pura panti

Pura Panti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2l
yarrg panAfiuinga berasal dari satu atau lebih
kelengkapan meliputi :

a. purana atAu sedikitnya Eka Likita pura.,
b. mandala Pura paling sedikit dtui mand.alq;
c. memiliki Jajar Kemii palinggih antata latn:

l. palirrygih padmasana;
2. palinggihmeru;
3,. paliWWhtepa.s jajartiga (palinggih lbu);
4. palinggihtaksu;
5. palirqgih sedahan pangwah ;6. palinggih papelik sai;
7. palirqgih gedong sari;
8. palinggih catu fiieres;
9. palinggih catu trndung;
lO. palirqgih menjangan sakaluang ;ll. palirrygih pesaren;
12. palinggihlimas san; dan
13. palinggihparuman.

huruf d, merupakan pura
Pura Dadia dan memiliki

9
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BAB VII
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Bagian Kesatu
Surat Keterangan Terdaftar pura

Pasal 26

Surat Keterangan Terdaftar Klasilikasi pura merupakan surat yang
menerangkan keberadaan suatu Pura berdasarkan pedoman penamaan atau
klasifikasi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar pura

Pasal 27

Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar pura meliputi :

1. surat permohonan dai pengempon atau prajunt pura;
2. surat keterangan domisili Pura dari aparat kewilayahan sampai

Camat;
3. susunan pengurus;
4. denah jajar kemiri Pura;
5. surat pernyataan dai pengempon Pura; dan
6. foto tampak Pura dan foto areal Pura.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 15 Januari 202 1

(
PRASTA

,BUPATI

Diundangkan di Mangupura
15 Januari 2021

KABUPATEN BADUNG.

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 2

uPa\.



1l

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
KLASIFIKASI PURA
Kepala Bagan Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Badung,

NIP. 19720510 199903 1008
A.A. 6de Asteva Yudhva


